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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam fase transisi 

perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan 

perubahan signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada fase ini, 

remaja berada dalam kondisi yang relatif rentan terhadap berbagai pengaruh 

lingkungan, termasuk perilaku menyimpang seperti perundungan (bullying). 

Kerentanan tersebut muncul karena secara psikologis remaja belum memiliki 

kematangan penuh dalam pengendalian emosi serta pengambilan keputusan, sehingga 

mudah terpengaruh oleh dinamika sosial di sekitarnya. Dalam perspektif hukum, 

kondisi tersebut menempatkan remaja sebagai subjek yang memerlukan perlindungan 

khusus dari negara1. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap remaja dari segala 

bentuk kekerasan, termasuk perundungan2. 

 

Perundungan tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja 

semata, melainkan merupakan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak 

serius bagi korban. Bentuk perundungan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, 

 

1 P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 
2 RI Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014). 
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verbal, hingga psikologis, bahkan berkembang ke bentuk yang lebih kompleks seperti 

cyberbullying melalui media sosial. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, 

berulang, serta melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga 

menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan tekanan psikologis yang mendalam3. 

Dalam lingkungan pendidikan, perundungan sering kali terjadi karena adanya relasi 

superioritas dan inferioritas antar siswa, di mana pihak yang merasa lebih kuat 

cenderung melakukan tindakan dominasi terhadap pihak yang dianggap lemah4. 

 

Dampak perundungan tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga 

mencakup gangguan psikologis yang serius. Korban perundungan dapat mengalami 

penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, hingga munculnya keinginan untuk 

mengakhiri hidup5. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berkembang 

menjadi isolasi sosial serta penurunan prestasi akademik yang signifikan6. Selain itu, 

perundungan juga berdampak pada pelaku, di mana tanpa penanganan yang tepat, 

pelaku berpotensi berkembang menjadi individu dengan kecenderungan perilaku 

antisosial dan kriminal7. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan 

 

 

 

3 Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016,” Lex Crimen IX, no. 1 (2020): 13–23. 
4 Sesha Agistia Visty, “Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini,” Jurnal Intervensi 

Sosial Dan Pembangunan 2, no. 1 (2021): 50–58. 
5 Mintasrihardi, Abdul Kharis, and Nur Ain, “Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi 

Pada SMKN 5 Mataram),” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7, no. 1 (2019): 44–55. 
6 Tharishini a/p Mana Mohan and Abu Yazid Abu Bakar, “A Systematic Literature Review on the 

Effects of Bullying at School,” SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling 6, no. 1 

(2021): 35–39, https://doi.org/10.23916/08747011. 
7 Kari Stamland Gusfre, Janne Støen, and Hildegunn Fandrem, “Bullying by Teachers towards 

Students-A Scoping Review,” International Journal of Bullying Prevention 5, no. 4 (2023): 331–47, 

https://doi.org/10.1007/s42380-022-00131-z. 

https://doi.org/10.23916/08747011
https://doi.org/10.1007/s42380-022-00131-z
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permasalahan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi 

juga pada lingkungan sosial secara luas. 

 

Fenomena perundungan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang 

semakin meningkat. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekitar 

36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan8. Selain itu, peningkatan 

kasus juga tercatat dalam data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang 

menunjukkan adanya lonjakan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir9. Kondisi 

ini diperkuat oleh hasil survei kesehatan mental remaja Indonesia yang menunjukkan 

bahwa satu dari tiga remaja mengalami gangguan kesehatan mental, yang salah 

satunya dipicu oleh pengalaman kekerasan seperti perundungan10. 

 

Tingginya angka perundungan tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi 

psikologis remaja yang masih labil, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan 

sosial yang permisif terhadap kekerasan serta pengaruh kelompok sebaya. Selain itu, 

perkembangan teknologi informasi turut memperluas bentuk perundungan ke ranah 

 

8 Kemendikdasmen, “Kemendikbudristek, Asesmen Nasional 2022: Hasil Survei Perundungan Peserta 

Didik, Diakses Melalui Antara, ‘Kemendikbud: 36,31 Persen Peserta Didik Berpotensi Alami 

Perundungan,’ 2022,” Kemendikdasmen Pusat Penguatan Karakter, 2023, 

https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/kemendikbudristek-apresiasi-upaya-provinsi-

sumatera-utara-ciptakan-lingkungan-pendidikan-bebas-perundungan/? . 
9 Pusiknas Bareskrim Polri, “Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat,” 

Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2025, 

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali 

_lipat. 
10 Gloria, “Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), Laporan Nasional 

Kesehatan Jiwa Remaja Indonesia 2022, UGM Bekerja Sama Dengan Kemenkes Dan 

Kemendikbudristek, 2022.,” Universitas Gadjah Mada, 2022, https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-

survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/? . 

https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/kemendikbudristek-apresiasi-upaya-provinsi-sumatera-utara-ciptakan-lingkungan-pendidikan-bebas-perundungan/
https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/kemendikbudristek-apresiasi-upaya-provinsi-sumatera-utara-ciptakan-lingkungan-pendidikan-bebas-perundungan/
https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/
https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/
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digital melalui cyberbullying yang sulit dikendalikan11. Dalam praktiknya, 

perundungan di media sosial sering dilakukan melalui akun anonim atau akun kedua, 

sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku dan penegakan hukum12. 

 

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perundungan sebenarnya telah 

memiliki dasar pengaturan meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah 

bullying. Ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 

perundungan tersebar dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak 

menyenangkan, hingga penganiayaan13. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan 

Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk 

perundungan14. 

 

Namun demikian, dalam praktiknya, penanganan kasus perundungan tidak 

selalu dilakukan melalui jalur hukum formal. Banyak kasus yang diselesaikan melalui 

mekanisme internal sekolah atau pendekatan kekeluargaan dengan alasan menjaga 

nama baik institusi maupun masa depan pelaku. Pendekatan ini seringkali dikaitkan 

 

 

 

11 Dini Amalia Anggraini, Abdul Kadir Sabaruddin, and Rini Apriyani, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Korban Perundungan Di Pondok Pesantren Putra Nabil Husein Samarinda,” Al-Zayn: Jurnal 

Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 5744–61. 
12 Frisda Alvina Nathalia Tarigan et al., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang 

Mengalami Perundungan Akibat Postingan Di Akun Kedua Instagram,” Jurnal Media Akademik 3, 

no. 5 (2025): 1–14. 
13 Winda Fitri and Nadila Putri, “Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara 

Online Di Media Sosial,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 1 (2021): 143–57. 
14 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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dengan konsep restorative justice dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak15. 

Akan tetapi, dalam implementasinya, pendekatan tersebut tidak jarang disalahartikan 

sebagai upaya mendamaikan perkara tanpa mempertimbangkan secara seimbang hak-

hak korban16. 

 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. 

Beberapa kasus perundungan bahkan yang berdampak fatal tetap diselesaikan melalui 

jalur damai atau diversi17. Selain itu, terdapat pula kasus yang diselesaikan secara 

kekeluargaan tanpa proses hukum yang memadai karena dianggap sebagai kenakalan 

remaja biasa18. Bahkan, dalam praktik peradilan, terdapat ketidaksesuaian antara 

tuntutan hukum dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak19. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap 

kasus perundungan. 

 

Selain itu, budaya diam (culture of silence) di lingkungan pendidikan juga 

menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Korban seringkali enggan 

melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut terhadap balas dendam maupun 

 

15 Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal 

Yuridis 5, no. 1 (2018): 98–113. 
16 Anis Widyawati, “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying,” 

Yustisia 9, no. 1 (2014): 27–37. 
17 Ibrahim Muhammad Isya, “Implementasi Diversifikasi Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Kekerasan,” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 17 (2024): 167–71, 

https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113; Mei Amelia, “Kasus Dugaan Bullying Tewaskan Siswa 

SMPN Di Tangsel Selesai Lewat Diversi,” Detiknews, 2026. 
18 Anisyaputri, “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Bullying Pada Sistem Peradilan 

Pidana Anak Di Kabupaten Kubu Raya,” Noblesse Oblige Law Journal 01, no. 2 (2024): 115–34. 
19 Dandapala, “Vonis Kasus Anak Viral, PN Curup: Tuntutan Tak Sesuai UU SPPA,” Dandapala, 

2025, https://dandapala.com/article/detail/vonis-kasus-anak-viral-pn-curup-tuntutan-tak-sesuai-uu-

sppa. 

https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113
https://dandapala.com/article/detail/vonis-kasus-anak-viral-pn-curup-tuntutan-tak-sesuai-uu-
https://dandapala.com/article/detail/vonis-kasus-anak-viral-pn-curup-tuntutan-tak-sesuai-uu-
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stigma sosial20. Akibatnya, banyak kasus perundungan yang tidak terungkap dan tidak 

mendapatkan penanganan hukum yang semestinya. 

 

Dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap korban perundungan masih belum optimal. Fokus penegakan hukum 

yang lebih menitikberatkan pada pelaku menyebabkan hak-hak korban, khususnya 

terkait pemulihan fisik dan psikologis, seringkali terabaikan21. Padahal, dalam sistem 

hukum modern, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, 

serta keadilan22. 

 

Lebih lanjut, pemulihan hak korban telah diatur dalam berbagai peraturan, 

seperti pemberian restitusi, kompensasi, serta bantuan medis dan rehabilitasi23. 

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, sedangkan 

kompensasi menjadi tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi 

kewajibannya24. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis 

 

 

 

 

 

 

20 Anggraini, Sabaruddin, and Apriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Di 

Pondok Pesantren Putra Nabil Husein Samarinda.” 
21 Maria Cicilia Tri Palupi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif 

Viktimologi,” Medeka Law Journal 1, no. 2 (2020): 91–101. 
22 Binsar B S Lumbantobing, Hartanto, and Uyan Wiryadi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan 

Perlindungan Anak,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 1884–95. 
23 April Yanus Laoly and Parningotan Malau, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi 

Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no. 2 

(2020): 165–88. 
24 Irawan Adi Wijaya, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” 

Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018): 93–111. 
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untuk memulihkan kondisi mental dan sosialnya25. Namun demikian, implementasi 

dari hak-hak tersebut masih belum berjalan secara optimal. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan 

mendasar dalam perlindungan hukum terhadap remaja korban perundungan, yaitu 

adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Persepsi 

masyarakat yang masih menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa, dominasi 

penyelesaian non-litigasi, serta lemahnya implementasi hukum menyebabkan 

perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal. 

 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana 

perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban tindak pidana perundungan serta 

bagaimana pemulihan hak korban ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat 

sistem perlindungan hukum bagi remaja serta meningkatkan efektivitas penanganan 

kasus perundungan di Indonesia. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Kasus tindak pidana perundungan di kalangan remaja semakin meningkat, baik 

dari jumlah kejadian maupun dampaknya terhadap korban. 

 

25 Herry Nooryanto, Lilik Prihatin, and Citra Candra Dewi, “Kajian Hukuman Bagi Pelaku Dan 

Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Bullying Dan Cyber Bullying,” Jurnal 

Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2023): 169–77. 
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2. Penyelesaian kasus perundungan masih beragam, ada yang diselesaikan 

melalui diversi, damai, maupun melalui proses peradilan pidana. 

3. Perlindungan hukum terhadap remaja korban perundungan belum berjalan 

secara optimal. 

4. Pemulihan hak korban, seperti pemulihan psikologis dan perlindungan 

lanjutan, masih belum maksimal. 

5. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur perlindungan korban, namun 

belum sepenuhnya selaras dalam penerapannya. 

6. Usia remaja yang masih dalam tahap perkembangan membuat mereka lebih 

rentan terlibat dalam perundungan, baik sebagai korban maupun pelaku. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan lebih 

terarah dan tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada: 

 

1. Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap remaja sebagai 

korban tindak pidana perundungan di lingkungan pendidikan. 

2. Kajian dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan korban, yaitu: 

 

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 
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c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

d) Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 

 

 

3. Penelitian ini juga membahas penyelesaian kasus melalui diversi dan 

pendekatan restorative justice. 

4. Penelitian ini lebih menekankan pada korban (remaja), bukan pada pelaku.. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban tindak pidana 

perundungan? 

2. Bagaimana pemulihan hak remaja sebagai korban perundungan ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap remaja 

sebagai korban tindak pidana perundungan. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemulihan hak remaja sebagai korban 

perundungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh melalui penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap remaja korban 

perundungan. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

 

a. Bagi Masyarakat 

 

 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran masyarakat bahwa tindak pidana bullying merupakan perbuatan 

yang tidak dapat dibenarkan, baik secara moral maupun hukum. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh bullying terhadap korban, baik dari segi fisik, 

psikologis, maupun sosial, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangannya. 
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b. Bagi Pemerintah 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dalam pengembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

kebijakan formulasi tindak pidana bullying. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun penyempurnaan 

kebijakan hukum yang bertujuan untuk memberantas, atau setidaknya 

meminimalkan, terjadinya tindak pidana bullying di Indonesia. 

 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani 

kasus perundungan, terutama dalam menerapkan diversi dan restorative 

justice. 

 

d. Bagi Sekolah 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perundungan di 

lingkungan sekolah 

 

G. Metode Penelitian 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu proses ilmiah yang 

bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna 

menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya 
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dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang 

memberikan arah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Oleh karena itu, penelitian hukum memiliki karakter preskriptif, yaitu tidak hanya 

mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan solusi 

terhadap permasalahan hukum yang diteliti26. 

 

Sejalan dengan itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis 

perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban tindak pidana perundungan, serta 

bagaimana pemulihan hak korban tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Permasalahan ini penting dikaji mengingat meningkatnya 

kasus perundungan di kalangan remaja serta dampaknya yang serius terhadap kondisi 

psikologis dan sosial korban27. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya. Penelitian 

hukum normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis 

terhadap aturan hukum yang mengatur perlindungan korban perundungan, bukan pada 

pengumpulan data lapangan. Menurut Soeroso, penelitian hukum normatif dilakukan 

 

 

 

 

 

 

26 P. M Marzuki, Penelitian Hukum (13th Ed.) (Jakarta: Kencana, 2017). 
27 Wiharti Intan Permatasari, Mulya Virgonita, and Shinta Pratiwi, “Pengaruh Bullying Terhadap 

Kesehatan Mental Anak,” Jurnal Psikologi Konseling 16, no. 1 (2024): 80–95. 
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dengan cara menelaah bahan hukum yang tersedia untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai suatu permasalahan hukum28. 

 

Selain itu, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum 

doktriner atau studi kepustakaan, karena sumber data yang digunakan sebagian besar 

berasal dari bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan 

dokumen resmi lainnya29. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengkaji 

secara sistematis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap remaja 

korban perundungan. 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang diamati, sehingga lebih 

menekankan pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam30. 

 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan 

menggunakan analisis terhadap data yang bersifat naratif. Dengan demikian, penelitian 

ini berupaya memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai perlindungan 

hukum terhadap remaja korban perundungan serta pemulihan hak-haknya. 

 

 

28 R. Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
29 S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011). 
30 L.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020). 
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Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum juga sejalan dengan 

tujuan untuk memahami norma hukum secara mendalam dan kontekstual. Hal ini 

penting karena permasalahan perundungan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum 

semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi 

korban31. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap remaja korban 

perundungan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi norma-norma 

hukum yang mengatur hak-hak korban serta bentuk perlindungan yang diberikan 

oleh negara. 

 

Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban, serta peraturan lainnya yang relevan. Pendekatan ini penting 

 

 

 

 

31 Mintasrihardi, Kharis, and Ain, “Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 

Mataram).” 
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karena hukum positif menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan 

terhadap korban32. 

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum 

yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep perlindungan hukum, korban, 

serta restorative justice. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para 

ahli hukum dan teori-teori yang relevan. 

 

Konsep perlindungan hukum sendiri pada dasarnya bertujuan untuk 

memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar tidak dilanggar, serta 

memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian suatu permasalahan33. Dalam 

konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat 

analisis terhadap perlindungan remaja korban perundungan. 

 

3. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini diarahkan pada: 

 

 

a. Perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban tindak pidana 

perundungan. 

b. Pemulihan hak remaja sebagai korban perundungan. 
 

 

 

 

32 Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 
33 Hadjon. 
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c. Penyelesaian perkara melalui diversi dan pendekatan restorative justice. 

 

 

Penelitian ini dibatasi pada perundungan yang terjadi secara langsung 

(konvensional) dan tidak mencakup cyberbullying. Pembatasan ini dilakukan agar 

penelitian lebih terarah dan tidak melebar pada pembahasan yang memiliki 

karakteristik hukum yang berbeda. 

 

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada korban dibandingkan pelaku. 

Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum memberikan perlindungan dan 

pemulihan terhadap korban, mengingat korban sering kali berada pada posisi yang 

lebih lemah dalam sistem peradilan pidana34. 

 

4. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

terdiri dari: 

 

A. Bahan Hukum Primer 

 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara 

 

lain: 

 

 

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
 

 

 

 

 

 

34 Palupi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi.” 
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b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 

e) Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kekerasan 

terhadap Anak 

f) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

di Satuan Pendidikan 

 

Bahan hukum primer ini digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis 

perlindungan hukum terhadap korban perundungan. 

 

B. Bahan Hukum sekunder 

 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, seperti: 

 

a) Buku-buku hukum 

 

b) Jurnal ilmiah 

 

c) Hasil penelitian terdahulu 

 

d) Artikel dan laporan kasus 
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Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan sudut 

pandang tambahan terhadap permasalahan yang diteliti35. 

 

5. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu 

dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan 

penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara: 

 

a) Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan 

 

b) Mengkaji isi peraturan perundang-undangan 

 

c) Menganalisis jurnal dan penelitian terdahulu 

 

d) Mengumpulkan data kasus dari sumber yang terpercaya 

 

 

Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif 

yang berfokus pada analisis bahan hukum36. 

 

6. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian 

hukum, karena melalui proses inilah data yang telah dikumpulkan dapat diolah, 

dipahami, dan ditarik maknanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Analisis data pada dasarnya adalah proses mengorganisasikan, mengelompokkan, 

 

 

35 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2020). 
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serta menginterpretasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian tertentu 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah37. 

 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan statistik, 

melainkan melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh. Analisis 

kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum 

serta mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam38. 

Pendekatan ini dianggap tepat karena penelitian hukum normatif lebih menekankan 

pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum, bukan pada angka atau data 

kuantitatif. 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan 

kesimpulan. Proses ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan39. 

 

 

 

 

 

37 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2018): 81– 

95. 
38 Umrati and H. Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). 
39 M. B. Miles and A. M. Huberman, Qualitative Data Analysis (2nd Ed) (California: Sage 

Publications, 1994). 
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a. Pengumpulan Data 

 

 

Tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu 

dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. 

Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, 

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap remaja korban perundungan. 

 

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan cara 

mengidentifikasi sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan rumusan 

masalah penelitian. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, 

tetapi juga mulai memahami isi dari setiap bahan hukum yang diperoleh. 

Dengan demikian, proses pengumpulan data sekaligus menjadi tahap awal 

dalam proses analisis40. 

 

b. Reduksi Data 

 

 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data, yaitu 

proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang dianggap 

relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyaring 

informasi  sehingga  hanya  data  yang  benar-benar  berkaitan  dengan 

 

 

 

40 Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum. 
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perlindungan hukum terhadap remaja korban perundungan yang digunakan 

dalam analisis. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara: 

 

1) Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya (primer, 

sekunder). 

2) Memilah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung 

dengan perlindungan korban. 

3) Menyeleksi teori dan pendapat ahli yang relevan dengan isu 

perundungan dan perlindungan hukum. 

 

Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, sehingga data yang digunakan benar-benar terarah dan tidak 

melebar dari fokus penelitian. Dengan adanya reduksi data, peneliti dapat lebih 

mudah memahami inti permasalahan yang diteliti serta menyusun argumentasi 

hukum secara lebih terstruktur41. 

 

c. Penyajian Data 

 

 

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data 

yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk 

uraian naratif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hubungan 

 

 

 

41 Rijali, “Analisis Data Kualitatif.” 
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antar konsep secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penyajian data 

dilakukan dengan cara: 

 

1) Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap korban perundungan. 

2) Menyajikan hasil kajian dari jurnal dan literatur yang relevan. 

 

3) Mengaitkan norma hukum dengan kasus-kasus nyata yang terjadi di 

masyarakat. 

 

Selain dalam bentuk narasi, penyajian data juga dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel atau bagan, misalnya untuk membandingkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, dan peraturan 

lainnya terkait pencegahan perundungan. Penyajian data yang sistematis akan 

memudahkan peneliti dalam melihat pola serta hubungan antar data, sehingga 

mendukung proses penarikan kesimpulan42. 

 

d. Penarikan Kesimpulan 

 

 

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yaitu 

proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. 

Kesimpulan yang dihasilkan bukan sekadar rangkuman dari data, melainkan 

merupakan hasil interpretasi yang menjawab rumusan masalah penelitian 

 

 

 

42 Miles and Huberman, Qualitative Data Analysis (2nd Ed). 
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secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan cara: 

 

1) Menghubungkan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di 

lapangan. 

2) Menganalisis sejauh mana peraturan yang ada telah memberikan 

perlindungan terhadap korban perundungan. 

3) Mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam pengaturan 

hukum yang berlaku. 

4) Memberikan rekomendasi atau solusi sebagai bentuk preskripsi hukum. 

 

 

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi 

dengan data yang ada, sehingga hasil yang diperoleh memiliki dasar argumentasi yang 

kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Umrati and Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. 


